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Abstrak
 

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1995, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, dan peraturan

pelaksanaannya. Dengan status badan hukumnya maka hukum memberlakukan pemilik, pemegang saham

dan direksi serta komisaris terpisah dari perseroan itu sendiri. Konsekwensinya perseroan terbatas harus

bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama

perseroan terbatas tersebut. Sehingga terhadap hutang yang timbul sebagai akibat perikatan yang dibuat oleh

pemegang saham maupun pengurus dari Perseroan Terbatas dengan pihak ketiga adalah merupakan

tanggung jawab Perseroan Terbatas sepenuhnya. Sedangkan untuk para pemegang saham, direktur dan

komisaris berlaku prinsip keterbatasan tanggung jawab (limited liability) yang dianut didalam undang-

undang tersebut. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulisan tesis ini.

Dengan menggunakan penelitian hukum normatif terhadap data sekunder dan tipe penelitian deskriptif serta

analisa data kualitatif, penulis mencoba membuat tesis ini. Yang kesimpulannya adalah, di dalam Perseroan

Terbatas berlaku prinsip keterbatasan tanggung jawab dikarenakan Perseroan Terbatas adalah badan hukum.

Sebagai badan hukum maka hukum memperlakukan pemegang saham, pengurus terpisah dari perseroan itu

sendiri.Namun ternyata prinsip keterbatasan tanggung jawab tersebut dapat dilampaui atau dikesampingkan

sesuai dengan doktrin piercing the corporate veil dan doktrin ultra vires. Doktrin Piercing The Corporate

Veil dapat diberlakukan kepada pemegang saham, direktur dan komisaris dalam hal terpenuhinya unsur

unsur tertentu. Sedangkan Doktrin Ultra Vires dapat dipakai apabila pemegang saham atau pengurus

perseroan bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya dan tindakan tersebut tidak sesuai

dengan anggaran dasar perseroan ataupun peraturan perundangan.
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